Masukan dapat kami terima paling lambat tanggal 22 Maret 2024.
Pemberian Masukan dapat disampaikan melalui alamat email
Birosdm@pom.go.id

RANCANGAN, 6 MARET 2024
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kelas jabatan di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan dan
Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan dan
Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga
perlu diubah;

b. bahwa terdapat perubahan penetapan kelas jabatan di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang
telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan
surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/1078/M.SM.02.00/2023
tanggal 6 Oktober 2023 perihal Persetujuan Penetapan
Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan dan surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/26/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal
Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan
Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan
di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan dan
Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1636);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1004);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29
Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1179)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan dan
Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 205);



Menetapkan
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 611);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan dan
Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 205) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

LUCIA RIZKA ANDALUSIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ...



LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN
2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN

DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN
TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

1. Sekretaris Utama 16

2. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, 16
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

3. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, 16
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

4. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 16

S. Deputi Bidang Penindakan 16

0. Inspektur Utama 16

7. Direktur  Standardisasi Obat, Narkotika, 15
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

8. Direktur Registrasi Obat 15

9. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, 15
Psikotropika, dan Prekursor

10. | Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan 15
Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

11. | Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor 15
Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan
Zat Adiktif

12. | Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen 15
Kesehatan, dan Kosmetik

13. | Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen 15
Kesehatan, dan Kosmetik

14. | Direktur = Pengawasan  Obat  Tradisional dan 15
Suplemen Kesehatan

15. | Direktur Pengawasan Kosmetik 15

16. | Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku 15
Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan
Kosmetik

17. | Direktur Standardisasi Pangan Olahan 15

18. | Direktur Registrasi Pangan Olahan 15

19. | Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan 15

20. | Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 15

21. | Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku 15
Usaha Pangan Olahan

22. | Direktur Cegah Tangkal 15

23. | Direktur Intelijen Obat dan Makanan 15
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No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
24. | Direktur Siber Obat dan Makanan 15
25. | Direktur Penyidikan Obat dan Makanan 15
26. | Inspektur I 15
27. | Inspektur II 15
28. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 15
29. | Kepala Biro Hukum dan Organisasi 15
30. | Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 15
31. | Kepala Biro Sumber Daya Manusia 15
32. | Kepala Biro Umum 15
33. | Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 15
34. | Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 15
Pengawasan Obat dan Makanan
35. | Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan 15
Makanan Nasional
36. | Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 15
37. | Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 14

B. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. JABATAN ADMINISTRATOR

No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
1. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan 13
2. Kepala Balai Kalibrasi 13
3. Kepala Balai Pengujian Produk Biologi 13
4. Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan 13
5. Kepala Bagian Tata Usaha 12
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 12
7. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 12
8. Kepala Bagian Rumah Tangga 12
9. Kepala Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan 12

II. JABATAN PENGAWAS

No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
1. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan 10
2. Kepala Subbagian Protokol 10
3. Kepala Subbagian Kesekretariatan Kepala Badan 10
4. Kepala Subbagian Kesekretariatan Sekretaris Utama 10
5. Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang 10

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,
dan Zat Adiktif

0. Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang 10
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik

7. Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang 10
Pengawasan Pangan Olahan

8. Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang 10
Penindakan

9. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan 10
Keuangan

10. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan 10

Informasi Obat dan Makanan




-7 -

No. Nama Jabatan Kelas Jabatan

11. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan 10
Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan
Makanan

12. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan 10
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

13. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Analisis Kebijakan 10
Obat dan Makanan

14. | Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Kalibrasi 10

15. | Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Produk 10
Biologi

16. | Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Khusus 10
Obat dan Makanan

17. | Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengawas Obat 9

dan Makanan

p—
—
—

JABATAN PELAKSANA

Nama Jabatan Kelas Jabatan

©

Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

Penata Keprotokolan

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Kelola Obat dan Makanan

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Pengolah Data dan Informasi

Pengelola Keprotokolan

Pengelola Layanan Operasional

ORIN OGP N =i |

Asisten Kelola Obat dan Makanan

—_
o

Pengadministrasi Perkantoran

—
—

Operator Layanan Operasional

—
N

Operator Layanan Operasional

WOV |N|N|N (NN

—_
@

Petugas Pengambil Contoh

C. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
1. Analis Kebijakan Ahli Utama/Utama 14
2. Analis Kebijakan Ahli Madya/Madya 12
3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Muda 10
4, Analis Kebijakan Ahli Pertama/Pertama 8
S. Analis SDM Aparatur Ahli Utama 14
0. Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12
7. Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10
8. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 8
9. Pranata SDM Aparatur Penyelia 8
10. | Pranata SDM Aparatur Mahir 7
11. | Pranata SDM Aparatur Terampil 6
12. | Arsiparis Ahli Utama/Utama 13
13. | Arsiparis Ahli Madya/Madya 11
14. | Arsiparis Ahli Muda/Muda 9
15. | Arsiparis Ahli Pertama/Pertama 8
16. | Arsiparis Penyelia 8
17. | Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan 7
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No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
18. | Arsiparis Terampil /Pelaksana 6
19. | Asesor SDM Aparatur Ahli Utama/Utama 14
20. | Asesor SDM Aparatur Ahli Madya/Madya 12
21. | Asesor SDM Aparatur Ahli Muda/Muda 10
22. | Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama/Pertama 8
23. | Auditor Ahli Utama/Utama 14
24. | Auditor Ahli Madya/Madya 12
25. | Auditor Ahli Muda/Muda 10
26. | Auditor Ahli Pertama/Pertama 8
27. | Auditor Penyelia 9
28. | Auditor Mahir/Pelaksana Lanjutan 7
29. | Auditor Terampil /Pelaksana 6
30. | Auditor Kepegawaian Ahli Pertama/Pertama 8
31. | Psikolog Klinis Ahli Madya/Madya 11
32. | Psikolog Klinis Ahli Muda/Muda 9
33. | Psikolog Klinis Ahli Pertama/Pertama 8
34. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama/Utama 13
35. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya/Madya 12
36. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda/Muda 10
37. | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 8
Pertama/Pertama
38. | Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia 8
39. | Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir/Pelaksana 7
Lanjutan
40. | Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil /Pelaksana 6
41. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya/Madya 12
42. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda/Muda 10
43. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli 8
Pertama/Pertama
44. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 14
Utama/Utama
45. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 12
Madya/Madya
46. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 10
Muda/Muda
47. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli 8
Pertama/Pertama
48. | Perencana Ahli Utama/Utama 14
49. | Perencana Ahli Madya/Madya 12
50. | Perencana Ahli Muda/Muda 10
51. | Perencana Ahli Pertama/Pertama 8
52. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya/Madya 11
53. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Muda 9
54. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/Pertama 8
55. | Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8
56. | Pranata Hubungan Masyarakat Mabhir/Pelaksana 7
Lanjutan
57. | Pranata Hubungan Masyarakat Terampil/Pelaksana 6
58. | Pranata Komputer Ahli Madya/Madya 11
59. | Pranata Komputer Ahli Muda/Muda 9
60. | Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama 8
61. | Pranata Komputer Penyelia 8
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No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
62. | Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan 7
63. | Pranata Komputer Terampil/Pelaksana 6
64. | Pustakawan Ahli Madya/Madya 11
65. | Pustakawan Ahli Muda/Muda 9
66. | Pustakawan Ahli Pertama/Pertama 8
67. | Pustakawan Penyelia 8
68. | Pustakawan Mahir/Pelaksana Lanjutan 7
09. | Pustakawan Terampil /Pelaksana 6
70. | Statistisi Ahli Madya/Madya 11
71. | Statistisi Ahli Muda/Muda 9
72. | Statistisi Ahli Pertama/Pertama 8
73. | Widyaiswara Ahli Utama/Utama 14
74. | Widyaiswara Ahli Madya/Madya 12
75. | Widyaiswara Ahli Muda/Muda 10
76. | Widyaiswara Ahli Pertama/Pertama 8
77. | Analis Anggaran Ahli Madya/Madya 12
78. | Analis Anggaran Ahli Muda/Muda 10
79. | Analis Anggaran Ahli Pertama/Pertama 8
80. | Penata Laksana Barang Penyelia 9
81. | Penata Laksana Barang Mahir 8
82. | Penata Laksana Barang Terampil 7
83. | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya 12
84. | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda 10
85. | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama 8
86. | Pranata Keuangan APBN Penyelia 9
87. | Pranata Keuangan APBN Mahir 8
88. | Pranata Keuangan APBN Terampil 7
89. | Analis Hukum Ahli Madya 11
90. | Analis Hukum Ahli Muda 9
91. | Analis Hukum Ahli Pertama 8
92. | Sandiman Ahli Madya/Madya 12
93. | Sandiman Ahli Muda/Muda 10
94. | Sandiman Ahli Pertama/Pertama 8
95. | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama 14
96. | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 12
97. | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10
98. | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

LUCIA RIZKA ANDALUSIA




